
 

 
 

LEMBARAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.289, 2012 PEREKONOMIAN. Perdagangan. Kawasan 
Ekonomi Khusus. Dewan Nasional. Dewan 
Kawasan. Perubahan. 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 124 TAHUN 2012 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2010 

TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN 
KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Kawasan 
Ekonomi Khusus yang mencakup Sekretariat Dewan 
Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, 
dan Administrator dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya, dipandang perlu mengubah ketentuan dalam 
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan 
Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan 
Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 4286); 
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  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan 
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5066); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5186); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan 
Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG 
DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN 
EKONOMI KHUSUS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 
tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga 
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

